PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 4 TAHUN 1960
TENTANG
KEKAYAAN YANG DI KELOLA OLEH PANI TYA UNTUK
MENYELESAI KAN URUSAN PEMULI HAN HAK

Presi den Republik I ndonesi a,

Meni nbang :

a.

bahwa kekayaan yang sekarang ol eh Panitya Untuk nenyel esai kan

Urusan Penmuli han Hak nmasi h dil ol a berdasarkan:

1.pem|ik kekayaan itu tidak di ketahui, dan/atau

2. kekayaan itu tidak dilola, dan/atau

3. kekayaan itu dilola tanpa pengetahuan pem|iknya, dapat
di anggap, pem | i k-pem |iknya ti dak mungki n | agi
di tetapkan atau pemlik-pemliknya telah nel epaskan hak-
haknya atas kekayaan 1itu, maka kekayaan itu dapat
di t et apkan nenjadi mlik Negara:

b. bahwa kekayaan yang sekarang oleh Panitya tersebut nasih
di |l ol a karena kekayaan itu adal ah "Kekayaan nusuh". dalamarti
dari "Besluit Vijandelijk Vernogen |Indonesia” (Staatsblad 1947
No. 71 ), oleh pasal 3 ayat (1) dan (2), dan pasal 3 bis dari
Staatsblad tersebut sudah senula dinyatakan nenjadi mlik
Negar a;

C. bahwa buat kekayaan-kekayaan tersebut diatas sekarang tiba
saat nya unt uk nenent ukan perunt ukannya,

Mengi ngat :

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a:

2. Pasal 135 "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" (Staatsblad
1947 No. 70) juncto Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950
(Lenbaran-Negara 1950 No. 23) tentang Panitya Untuk
Menyel esai kan Urusan Penul i han Hak:

3. Pasal 3 ayat (3) ,Besluit Vijandelijk Vernobgen |ndonesie"

tahun (Staatsblad 1947 No. 71) juncto Undang-undang Darurat
No. 15 tahun 1950 No. 23 tentang Panitya Untuk nenyel esai kan
Urusan Penul i han Hak;

Mendengar : Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Menut uskan:

Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang kekayaan yang dilola ol eh Panitya Untuk
Menyel esai kan Urusan Penul i han Hak.

Pasal 1

Menent ukan, bahwa senua kekayaan yang sekarang ol eh panitia
Unt uk Menyel esai kan Urusan Penul i han Hak masi h dil ol a karena:

a. pem | i k kekayaan itu tidak di ketahui, dan/atau

b. kekayaan itu tidak dilola, dan/atau

C. kekayaan itu dilola tanpa pengetahuan pem|iknya, adal ah
m | ik Negara.

Menent ukan, bahwa kekayaan tersebut sub A dan kekayaan yang



sekarang ol eh Panitya tersebut

itu

Vijandelijk Vernogen
di perunt ukkan sebaga
Kepada Departenen-departenen tersebut

pengol aan dari kekayaan sebagai

adal ah

masi h dilola karena kekayaan

"kekayaan musuh" dalam arti dari "Besl ui t
| ndonesi a" (Staatsblad 1947 No. 71

beri kut :
di bawah i1 ni diserahkan

yang terperinci dalam/lanpiran

dari Peraturan ini;
l. Depart enen Pendi di kan, Pengaj aran dan Kebudayaan,
1. Departenen Keuangan,
[11. Departenen Agrari a,
| V. Departenen Pertanian,
V. Depart enen Pekerjaan Umum dan Tenaga,
VI. Departenmen Perhubungan Laut,
VI1. Departenmen Perindustrian Rakyat,
VIl 1. Departenen Kepolisian Negara,
| X. Departenmen Perhubungan Darat dan P.T.T.,
X Departenmen Perindustrian Dasar dan Pertanbangan
XI. Departenen Kesejahteraan Sosi al,
XI'l. Departenmen Dal am Negeri dan G onom Daer ah,
XI11.Departenmen Kehaki man,
C Kuasa buat urusan balik-nama dan urusan nenjual -terus

(doorver koop) yang dengan akta jual-beli

tanah dan/ atau hak

atas tanah tel ah diberi kan kepada penbeli atau notaris, wakil
notaris, pejabat notaris atau pihak ketiga |ainnya, terhitung
mul ai berl akunya Peraturan Presiden ini, dianggap sebagai
di beri kan ol eh Menteri Agrari a.
Pasal 2
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am
Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.
D tetapkan di Jakarta

D undangkan di
pada t angga

Ment eri

SAHARDJO

pada tanggal 23 Maret 1960
Presi den Republik I ndonesi a,

SCEKARNO

Jakarta
23 NMaret 1960
Kehaki man,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 4 TAHUN 1960
t ent ang
KEKAYAAN YANG DI LOLA OLEH PANI TYA UNTUK
MENYELESAI KAN URUSAN PEMULI HAN HAK

Ada dua macam kekayaan- kekayaan yang dil ol a ol eh Panitya Untuk

Menyel esai kan Urusan Pemulihan Hak (selanjutnya disebut

Panitya), yaitu :

l. "Kekayaan musuh" (Vijandelijk Vernogen) vyang diatur
dalam "Besluit WVijandelijk Vernogen" (Staatsblad 1946
No. 104 yo. Staatsblad 1947 No. 71); ini adal ah
kekayaan- kekayaan dulu mlik dari warga-warga dari
negara-negara yang berperang dengan Negeri Bel anda,
yai tu Jerman dan Jepang.

Il. Kekayaan yang nenurut pasal 128 dan seterusnya
"Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" (Staatsblad 1947 No.
70) dilola oleh Panitya berdasar atas hal bahwa :
a.pemlik kekayaan itu tidak diketahui dan/atau
b. kekayaan itu dil ol a tanpa pengetahuan pem | i knya.

Kekayaan sub [l nenurut pasal 135 "Ordonnantie Herste

Recht sverkeer" dapat oleh Presiden ditentukan nmenjadi mlik

Negara, dan kerudian oleh Presiden pula dapat ditentukan

sekal i perunt ukannya (bestenm ng).

"Kekayaan musuh" menurut pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)

"Besluit Vijandelijk Vernogen" sudah dinyatakan nmenjadi mlik

Negar a.
Menurut ayat (3) dari pasal 3 itu peruntukannya (bestemm ng)
akan diatur dalam "Wet", yang berarti suatu peraturan yang

di bentuk oleh Raja Belanda dengan persetujuan parlenen
Bel anda, dan juga dengan nengingat perjanjian-perjanjian
per damai an (vredesvoorwaarden) yang kel ak akan di adakan ant ara
Negeri Bel anda dengan bekas nusuh-nmusuhnya, vyaitu Neger
Jerman dan Negeri Jepang.

A eh karena Indonesia tidak akan nengadakan perjanjian-

perjanjian perdamaian dengan negara nmanapun naka sel aku

anal ogi dari pasal 135 "Ordonnantie Herstel Rechsverkeer”
tentang kekayaan-kekayaan sub |11 tadi, peruntukannya dapat

di tentukan juga ol eh Presiden.

Dengan dem ki an, dalam satu Peraturan Presiden dapat

di t ent ukan :

a. bahwa, berdasar atas pasal 135 "Ordonnantie Herstel
Recht sverkeer" senua kekayaan dari orang-orang yang
tidak dikenal (onbekenden) dan orang-orang yang tidak
di ket ahui t enpat ti nggal nya (af wezi gen), serta
kekayaan- kekayaan yang sama sekali tidak dilola oleh
yang berkepentingan, dan yang senmua itu sekarang dilola
ol eh Panitya, dinyatakan nmenjadi mlik Negara.

b. bahwa kekayaan- kekayaan tersebut sub a, serta "kekayaan
musuh” (yang nenurut pasal 3 "Besluit Vijandelijk
Vernmogen" tadi sudah semula nenjadi mlik Negara)
bersama-sama diatur peruntukannya (bestenm ng) secara
menbagi - bagi  pegel ol aannya kepada pel bagai Departenen



VI
VII.

VITI.
I X

Xl .
X

Xl

Perer i nt ahan Pusat , di peri nci nmenur ut bi dang
masi ng- masi ng Depart enen.

CATATAN

LAMPI RAN
PERATURAN PRESI DEN No. 4 TAHUN 1960
t ent ang
KEKAYAAN YANG DI LOLA OLEH PANI TYA UNTUK
MENYELESAI KAN URUSAN PEMULI HAN HAK

Kepada Departenen Pendi di kan, Pengaj aran dan Kebudayaan
di serahkan hak dan kewaji ban sebagai pengawas atas pengurusan
i kwi dat ur badan hukum

Kepada Depart enen Keuangan di serahkan;

preci osa; uang, effek, hutang dan piutang, hak dan kewaji ban
sebagai pengurus-Ilikw datur badan hukum hak dan kewaji ban
sebagai wakil nenurut hukumdari pem ik saham badan hukum
hak dan kewaji ban sebagai pengawas atas pengurus-|ikw datur
badan hukum

Kepada Departenen Agraria di serahkan:

t anah (dengan/tanpa bangunan di at asnya).

hak atas tanah,

per kebunan.

Kepada Departenen Pertani an di serahkan

per kebunan,

benda | epas macam nacam

hak/ kewaj i ban pengurus-1i kw datur badan hukum

Kepada Departenen Pekerjaan Unmum dan Tenaga di serahkan
bangunan (tetap atau tidak) diatas tanah pi hak keti ga.

Kepada Departenen Per hubungan Laut di serahkan:

ker angka kapal

Kepada Departenen Perindustrian Rakyat di serahkan:

pabri k es di Meul aboh.

benda | epas macam nacam yang sudah nenj adi besi tua,

benda | epas |ain-1lain.

Kepada Depart enen Kepolisian Negara di serahkan

senjata api (asal mlik partikelir).

Kepada Departenen Perhubungan Darat dan P.T.T. diserahkan
al at kereta api.

si sa uang Bank Tabungan Jepang (Kyo Ki n Kyoku).

Kepada Departenmen Perindustrian Dasar dan Pertanbangan
di ser ahkan:

benda | epas macam nmacam

Kepada Departenen Kesejahteraan Sosial diserahkan hak dan
kewaj i ban sebagai pengurus-|ikw datur badan hukum

Kepada Departenen Dal am Negeri dan & onom Daerah di serahkan
hak dan kewaji ban sebagai pengawas atas pengurus-I|ikw datur
badan hukum

Kepada Depart enen Kehaki man di ser ahkan:

persil jalan Segera 11.

persil jalan Segera I11 No. 4A

kendaraan, inventaris kantor,

saham Hotel Dharma Nirmala N V. dan



saham dari Al genene Spaar-en Deposito Bank N. V.
Kut i pan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DI CETAK ULANG
SUMBER : LN 1960/ 34; TLN 1959



